
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Repubik Indonesia Nomor 3817); 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I 
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaga 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 1655); 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di 
Kabupaten Bangli; 

c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberikan 
kewenangan untuk memungut Retribusi Daerah tentang 
Pengendalian Menara Telekomunikasi; 

b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan 
daerah, guna membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah; 

bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan 
telekomunikasi sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakat 
terhadap penggunaan saran.a telekomunikasi di Kabupaten Bangli, 
dipandang perlu untuk melakukan pengawasan, pengoperasian dan 
pengendalian Menara Telekomunikasi dalam rangka menjamin 
kenyamanan dan keselamatan masyarakat; 

Mengingat 

• 

Menimbang : a. 

BUPATI BANGLI, 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 
DI KABUPATEN BANGLI 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI 
NOMOR31 TAHUN2011 

BUPATI BANGLI 

• 



------------------- ----- -- -- -- -- -- ---- 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 6 
Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli (Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun 1989 Nomor 12 Seri D 
Nomor 11); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli 
Nomor 7); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15); 

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 
tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; • 

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 02/PER/M. 
Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan 
Menara Terpadu Telekomunikasi; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3980); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

• 
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

4. Undani·Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemedntaban 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
U ndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Unda:ng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangli 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Bangli. 
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas 

adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli. 
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu dibidang 

pengendalian dan penyelenggaraan telekomunikasi di Kabupaten Bangli sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang 
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak 
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan 
objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah 
sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
Badan . 

8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek 
dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besamya pajak atau retribusi yang terutang 
sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

9. Menara Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan oleh 
beberapa penyedia layanan telekomunikasi ( operator) untuk menempatkan dan 
mengoperasikan peralatan telekomunikasi (base transmition station) berbasis radio 
berdasarkan celluler planing yang diselaraskan dengan rencana induk menara 
telekomunikasi. 

10. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah atas jasa 
pemanfaatan ruang untuk pengendalian menara telekomunikasi. 

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang­ 
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,termasuk 
pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi 
wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah 
yang bersangkutan. 

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya SKRD, adalah surat ketetapan 
retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERA TURAN DAERAH TENT ANG RETRIBUSI PENGENDALIAN 
MENARA TELEKOMUNIKASI. 

MEMUTUSKAN : 

BUPATI BANGLI 

dan 

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBANGLI 

Dengan Persetujuan Bersama 

t ..t; j j l. 

• . 

• 



Golongan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk jenis retribusi jasa 
umum. 

Pasal 6 

GOLONGAN RETRIBUSI 

BAB III 

Wajib retribusi adalah badan usaha yang telah membangun Menara Telekomunikasi 
diwajibkan membayar retribusi. 

Pasal 5 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pemanfaatan 
ruang untuk menara telekomunikasi. 

Pasal 4 

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk 
Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan 
kepentingan umum. 

Pasal 3 

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas 
pelayanan penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. 

Pasal 2 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

BABU 

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat 
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga 
dan/atau denda. 

15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh 
orang pribadi atau badan. 

16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau badan. 

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan 
retribusi daerah. 

18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan 
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut 
penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

i 1 " 
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Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang dipungut di wilayah Daerah 
Kabupaten Bangli. 

Pasal 11 

WILAYAHPEMUNGUTAN 

BAB VI 

(2) NJOP sebagaiman dimaksud pada ayat (1) adalah NJOP yang digunakan sebagai dasar 
penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi yang bersangkutan. 

(1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua 
persen) dari NJOP. 

Pasal 10 

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya pelayanan 
pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi yang meliputi komponen : 
a. biaya administrasi; 
b. biaya pelayanan, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum; dan 
c. biaya pembinaan. 

Pasal 9 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

BABV 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan jasa, aspek 
keadilan serta efektifitas pengawasan dan pengendalian atas pelayanan pemberian 
pemanfaatan ruang. 

Pasal 8 

PENETAP AN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

BABV 

Tingkat penggunaan jasa diukur dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan 
Menara Telekomunikasi yang dihitung berdasarkan NJOP. 

Pasal 7 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

BABIV 

I .i t, 
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(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat. 

(3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang 
sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. 

BAB IX 

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI 

Pasal 15 

(1) Surat Penagihan akan dikeluarkan pada Triwulan kedua setiap tahun. 
(2) Pengeluaran surat peringatan/teguran/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan 

pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari semenjak 
Surat Penagihan dikeluarkan. 

(4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan 
dalam buku daftar penerimaan retribusi. • > 

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam . 

(2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain/unit pelayanan terpadu 
dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

BAB VIII 

TATA CARA PEMBA Y ARAN RETRIBUSI 

Pasal 14 

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 

Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 wajib retribusi wajib membayar/melunasi retribusi yang terutang. • 

Pasal 13 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur 
dalam Peraturan Bupati. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
karcis, kupon, dan kartu langganan. 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

Pasal 12 

PENENTUANPEMBAYARAN,TEMPATPEMBAYARAN,ANGSURAN,DAN 
PENUNDAANPEMBAYARAN 

BAB VII 
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SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 18 

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen) setiap 
bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan 
menggunakan STRD. 

BAB XI 

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Kabupaten yang sudah 
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

Pasal 17 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan 
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang 
Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. 

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh 
apabila: 
a. diterbitkan surat teguran, dan/atau 
b. ada pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung 

BABX 

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUW ARSA 

Pasal 16 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka 
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib 
retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. 

(5) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi 
pengendalian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan 
Bupati. 

• , 

• 



(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan 
tersebut menjadi lebih lengkap danjelas. 

b. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana Retribusi ; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang Pribadi atau Badan Hukum 
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ; 

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana 
Retribusi; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut ; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana di bidang Retribusi ; 

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai NegeriSipil 
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 20 

BAB XIII 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

(6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Bupati atau 
Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan 
ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan 
dianggap dikabulkan. 

(5) Bupati atau Pejabat harus memberikan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima. 

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan 
ketetapan, penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan 
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis 
oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan 
meyakinkan untuk mendukung permohonannya. 

(3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan 
retribusi yang tidak benar. 

(2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi 
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya. 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 19 

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang 
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan 
dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 

BAB XII 

. . ' 

• 
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BAB XV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 22 

Izin yang telah dikeluarkan dan peraturan lain sebelumnya, tetap berlaku sampai habis 
masa berlakunya dan selanjutnya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pelanggaran. 

(1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasai 14 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan 
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima 
juta rupiah). 

BAB XIV 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 21 

(3) Penyidik sebagimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan 
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik 
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang Hukum 
Acara Pidana. 

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, 
benda dan atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi ; 
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan dan atau ; 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di 

bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 31 

I WA YAN SUTAPA 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI 

Diundangkan di Bangli 
pada tanggal 30 Ot-~tmw a.a II 

::,..BUPATI BANGLI, 

~--7 
r IMADEGIANYAR& 

Ditetapkan di Bangli 
pada tanggal ~ Outl'llb o,r :toll 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 23 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB XVI 

• 

• 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Dengan diberlakukan Peraturan Daerah ini maka diharapkan kemampuan daerah untuk 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk menutupi beban pengeluaran daerah 
dalam penyelenggaraan tugas pemerintah kemasyarakatan dan tugas pembangunan. 

Berkaitan dengan pemberian kewenangan kepada Daerah, untuk mengenakan 
Pungutan/Retribusi, Daerah tetap untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi 
yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan. 

Oleh karena itu Pemerintah Daerah sangat berpeluang untuk mengenakan 
Pungutan/Retribusi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien, memberikan 
pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan, Daerah sangat 
membutuhkan pendanaan yang memadai. Pendanaan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, memberikan pelayanan pada masyarakat serta pelaksanaan pembangunan 
salah satunya adalah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Dana Alokasi dari 
Pemerintah Pusat juga merupakan salah satu dari Pendapatan Daerah, namun 
Pendapatan Asli Daerah juga merupakan pendapatan yang dapat menutupi sebagian dari 
beban pengeluaran Pemerintah Daerah. 

Dengan diselenggarakannya hak otonomi seluas-luasnya oleh Pemerintah 
Kota/Kabupaten sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka 
Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri. 
pemerintahannya secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraannya . 

I.UMUM 

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 
DI KABUPATEN BANGLI 

TENT ANG 

NOMOR 3l TAHUN 2011 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI 

ATAS 

PENJELASAN 

• 

• 

.,. ( .. .,., . 
• 



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR ifl 

Cukup jelas . 

Cukup jelas. 
Pasal 10 

Cukup jelas. 
Pasal 11 

Cukup jelas. 
Pasal 12 

Cukup jelas. 
Pasal 13 

Cukup jelas. 
Pasal 14 

Cukup jelas. 
Pasal 15 

Cukup jelas . 
Pasal 16 

Cukup jelas. 
Pasal 17 

Cukup jelas. 
Pasal 18 

Cukup jelas. 
Pasal 19 

Cukup jelas. 
Pasal 20 

Cukup jelas. 
Pasal 21 

Cukup jelas. 
Pasal 22 

Cukup jelas. 
Pasal 23 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 7 

• . 

• 


